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ABSTRAK 

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN RAMBUTAN 

KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN 

 

OLEH  

ADELIA AGUSTIN  

 

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan negara dan 

pajak juga telah terbukti menjadi sumber utama dalam pembiyaan pengeluaran 

negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kesadaran 

masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penerimaan 

negara dan peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud 

maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha, salah satu usaha yang 

dilakukan yaitu sosialisasi ke desa-desa. Permasalahan yang timbul adalah 

Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten 

Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor-faktor 

apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian hukum ini 

merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriftif dengan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara dalam teknik pengumpulan data yaitu 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin baik dan yang menjadi 

faktor kesulitan yaitu sosialisasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) tidak sampai kepada beberapa anggota masyarakat dan di desa yang 

penghasilan masyarakatnya rendah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

memberatkan masyarakat. 

 

 

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Pembayaran Pajak Bumi dan        

Bangunan (PBB). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan 

kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan 

adalah pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan 

biaya-biaya. Untuk memenuhi biaya yang dimaksud negara yang 

bersangkutan memerlukan sumber-sumber penerimaan negara. 

Sumber-sumber penerimaan negara dimaksud pada umunya berasal dari 

penghasilan bumi, air, pungutan-pungutan, penerimaan negara bukan pajak, 

hasil perusahaan negara dan sumber penerimaan negara lainnya, percetakan 

uang dan pinjaman yang termasuk dalam pungutan-pungutan disini adalah 

pajak, bea, cukai, restribusi, iuran, sumbangan dan pungutan liar. Pajak 

merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai 

keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu 

sumber penerimaan terbesar negara. Dalam memahami mengapa seseorang 

harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus 

dilaksanakan. maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak 

itu sendiri.1 

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan 

negara, yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). “Struktur Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara 

                                                                 
1 Ali Chaidir, Hukum Pajak Elementer, Bandung, PT Eresco, 2007, hal 17 
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memperlihatkan bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis 

pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun 

semakin meningkat.2 

Pajak merupakan salah satu sumber sangat penting artinya bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan 

pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus 

disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat. 

Menurut Supriyono PBB merupakan pajak yang dipungut atas objek 

pajak berupa bumi dan bangunan3. Bumi adalah permukaan bumi yang 

disebut tanah dan tubuh bumi ( Pasal 4 UUPA )4. Bangunan adalah suatu 

yang didirikan atau yang dibangun5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 

pajak atas penguasaan properti yang pada awalnya dikelola pemerintah pusat. 

Selanjutnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Restribusi Daerah mengalihkan pengelolaan PBB  dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Sejak PBB masih dikelola pemerintah pusat 

hingga sekarang dikelola oleh pemerintah daerah, pengelolaan PBB menemui 

masalah yang sama, yaitu tidak maksimalnya pajak yang bisa didapatkan 

dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.  

                                                                 
2 Abdul Hamid Usman, Dasar-Dasar Hukum Pajak, Cetakan Keempat, Palembang, 

Tunas Gemilang Press, 2014,  hlm. 35 
3 Marihot Pahala Siahaan,  Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, jakarta, Graha 

Ilmu, 2010, Hlm. 39. 
4  Abdul Hamid Usman, Politik Hukum Agraria Indonesia, cetakan Kedua, 

Palembang, Tunas Gemilang Press, 2011,  Hlm. 13. 
5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 135.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak  terbagi menjadi dua yaitu Pajak 

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Pajak daerah yang disebut pajak 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan adanya peraturan daerah 

tentang pengenaan pemungutan pajak memberikan peluang kepada daerah 

kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang 

memenuhi syarat. Pendapatan jenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat 

spesifik dan potensial didaerah. 

 

Mengenai pajak, setelah Indonesia merdeka sampai dengan tahun 

1983 berlaku 41 macam pajak. Oleh karena peraturan perundang-undangan 

pajak ini tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia, maka 

dilakukanlah pembaharuan pajak sejak tanggal 1 Januari 1984. Pemerintah 

menganggap bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang hingga 

tanggal 31 Desember 1983 masih berlaku di Indonesia, tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi 

pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, dan tidak sesuai lagi dengan 

dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlakukan di Indonesia. 

Untuk itu sebelum tahun 1980, Pemerintah mengajukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa undang-undang yang sangat 
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penting, yang berkaitan dengan pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan 

utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk menegakkan 

kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional 

dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan bangsa Indonesia 

sendiri. Dalam pada itu semua bangsa Indonesia sadar bahwa untuk 

membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dan tidak akan 

sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak 

bumi dan gas alam. Oleh karena itu peningkatan pajak dari sumber-sumber di 

luar munyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi 

berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional di masa yang akan datang. 

Dengan pembaharuan perpajakan nasional itu sistem perpajakan yang berlaku 

dewasa ini (sebelum 1 Januari 1984) akan disederhanakan, yang mencakup 

penyederhanaan jenis pajak, penyederhanaan tarif pajak dan penyederhanaan 

cara pembayaran pajak. Dengan pembaharuan ini sistem pembayaran pajak 

makin adil dan wajar, sedang jumlah wajib pajak makin luas. Selanjutnya 

pembaharuan perpajakan meliputi pula pembenaran aparatur perpajakan, baik 

yang menyangkut, tata kerja, disiplin maupun mental. 

Perpajakan Tahun 1983 dengan menyederhanakan pajak menjadi 

hanya lima macam perundang-undangan pajak saja: (1) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1994 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000. (2) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1983 Tentang Penghasilan (sebagaiman yang telah diubah dengan 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1994 dan Undang-undang Nomor Tahun 2000). (3) Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (sebagaiman yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000). (4) Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994). (5). Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Meterai.6 

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah 

pusat juga menggunakan dana dari hasil daerah. Salah satu pendapatan yaitu 

berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah 

agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber 

pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan 

pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih 

mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh negara salah 

satunya adalah berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan 

memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi 

orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh 

manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan 

                                                                 
6 Ibid., hlm. 27. 
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memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya 

kepada negara melalui pajak. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan 

dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat sedangkan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.7 

Menurut pengamatan penulis setelah Pajak Bumi dan Bangunan 

diberlakukan, masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin 

menanggapinya dengan berbagai sikap, ada yang menerima, ada yang masih 

berpikir-pikir dan ada yang tidak peduli. Berdasarkan berbagai hal yang telah 

diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi yang 

berjudul KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN 

RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, ada beberapa 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni: 

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan 

Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan? 

2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten 

Banyuasin? 

 

                                                                 
7  Masruroh, S, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib  Pajak, dan 

sanksi perpajakan, Diponegoro Jurnal of Accounting, 2013,  hal. 1-15 
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C.  Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan    masalah dengan menitikberatkan perhatian pada kesadaran 

hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tidak menutup kemungkinan 

untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten 

Banyuasin dalam Pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan. 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambutan 

Kabupaten Banyuasin. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan   

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, Hukum Agraria dan Hukum Pajak, 

yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

 

D.  Kerangka Konseptual 

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah  Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang    

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dan atau  

konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu 

unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran 

lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi 

operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari 
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peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan 

untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang 

diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan 

Dana Calon Haji Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 

Tantang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, makna dalam definisi  

operasional atau kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan penggelapan, calon haji, ibadah haji.8 

 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubung dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau 

atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya).9 

2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat 

yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).10 

3. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu 

tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.11 

4. Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga 

dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana 

guna memenuhi sesuatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 

ekonomi.12 

5. Pajak adalah salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan negara, 

yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

                                                                 
8  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman 

Penulisan  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 

2018, hal. 5. 
9 Ibid., hal. 1240. 
10 Ibid., hal. 531. 
11 Ibid., hal. 924.  
12  https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran, Diakses Pada Tanggal 29 

Oktober 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran
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“Struktur Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara memperlihatkan 

bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis pajak, bea 

masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun 

semakin meningkat.13 

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan 

bangunan karena adanya keuntungan dan / atau kedudukan sosial ekonomi 

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya 

atau memperoleh manfaat dari padanya.14
 

 

E.   Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan 

Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  

dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, 

sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubung dengan itu, maka jenis data yang di perlukan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dan data primer. 

 

                                                                 
13 Ibid., hal. 35.  
14  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan, Diakses Pada 

Tanggal 30 Oktober 2019. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Penilitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan 

perundang-undangan), bahan hukum sekunder (liberatur, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang di buat dalam majalah ilmiah), 

dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa 

Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan data 

statistik) yang relevan dengan data penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu, pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, 

antara lain Kantor Kecamatan Rambutan dan Kantor Kepala desa 

Rambutan. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelola dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan data yang 

telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan secara kualitatif, 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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